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BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3gTAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat
(5), Pasal 170, Pasal 176 ayat (5), Pasal 184 ayat (5), Pasal
188 ayat (5), Pasal 199, Pasal 205 ayat (6), Pasal 220 ayat
(8), dan Pasal 221 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan;
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. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953
Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959,
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3988);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
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Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024
tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 881);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Selatan.

. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya

disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan.

. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
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Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan,
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan

perairan wilayah Daerah.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas
perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh
orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas
tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di
atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
di bidang pertanahan dan Bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis,
atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat
NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan/atau
Bangunan yang mendasarkan pada nilai transaksi, nilai
pasar, atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar
penghitungan BPHTB.

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang
selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai
pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB
terutang.

Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai
sarana dalam administrasi perpajakan dengan
ketentuan tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) tahun kalender.
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Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun
Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak,
penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Bank adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk
menerima pembayaran BPHTB.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang
terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,
jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah
Pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas
jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada
Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang
kepada Wajib Pajak.
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Putusan Banding adalah putusan badan peradilan
pajak atas banding terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan  profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah.

Surat Kuasa adalah dokumen tertulis yang digunakan
untuk melimpahkan dari pemberi kuasa kepada pihak
lain selaku penerima kuasa untuk bertindak atas nama
pemberi kuasa dalam melakukan tindakan tertentu.
Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan
dengan objek dan subjek BPHTB meliputi identitas
Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan dan data
pembayaran BPHTB.

Pemeriksaan lapangan adalah Pemeriksaan yang
dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak,
tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau
tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat
LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan
dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa
secara ringkas dan jelas sesuai dengan ruang lingkup
dan tujuan pemeriksaan.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Barito Selatan.

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat
PPAT adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk
membuat akta-akta autentik mengenai pembuatan
hukum tertentu seperti hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
terkait.

BAB II
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pelaksanaan pemungutan BPHTB meliputi seluruh

rangkaian proses yang harus dilakukan dalam
menatausahakan, menerima, dan melaporkan
penerimaan BPHTB.



(2) Ruang lingkup pelaksanaan pemungutan BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. objek, subjek dan wajib pajak;
b. dasar pengenaan pajak, tarif pajak dan penghitungan
pajak;
pelaksanaan pemungutan;
saat BPHTB terutang;
tata cara pembayaran dan penagihan BPHTB;
tata cara pengajuan keberatan dan banding;
pelaporan dan pemeriksaan; dan
tata cara pengembalian kelebihan pembayaran.

=R N

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan pemungutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Bapenda minimal
melaksanakan fungsi:

pendaftaran;

verifikasi;

pelayanan;

penetapan;

pengolahan data dan informasi;

penerimaan dan pelaporan;

penagihan; dan

. pemeriksaan.

(2) Fungsi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Bapenda melakukan pendaftaran Objek
Pajak dan Subjek Pajak.

(3) Fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Bapenda melakukan verifikasi pendaftaran
Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, Bapenda melakukan interaksi dan memberikan
pelayanan kepada Wajib Pajak dalam tahapan
Pemungutan BPHTB.

(5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Bapenda melakukan penetapan Objek Pajak
dan Subjek Pajak.

(6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda mengelola
basis data terkait Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan
laporan realisasi penerimaan dan tunggakan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak yang ditunjuk.

(8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap
Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh
tempo.

(9) Fungsi Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, Bapenda melakukan Pemeriksaan dengan
tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
BPHTB dan/atau tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

PR o0 o



Bagian Kedua
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 4

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b.

pemindahan hak karena:

1. jual beli;

2. tukar-menukar;

3. hibah;

4. hibah wasiat;

5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lain;

7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8. penunjukan pembeli dalam lelang;

9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai

kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b
¢
d.
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

=

hak milik;

. hak guna usaha;

hak guna bangunan;
hak pakai;

hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:

a.

untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah,
penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya
yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang
milik Daerah;

oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum;

untuk badan atau perwakilan lembaga internasional
dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas
badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur
dengan Peraturan Menteri;

untuk  perwakilan diplomatik dan  konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak
atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak
adanya perubahan nama;



f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan
untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Ketiga
Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan
Penghitungan Pajak

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah NPOP.

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar-menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena
pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak,
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan
hak, penggabungan wusaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang
untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun
terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang
digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam
pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam  menentukan besaran BPHTB terutang,
Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai
pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk
perolehan Hak Pertama Wajib Pajak setiap tahun
terjadinya perolehan di wilayah Daerah tempat
terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau
waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a angka 4 yang diterima orang pribadi yang masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
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keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris,
termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(7) Dalam hal seseorang memperoleh 1 (satu) atau lebih
hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari 1
(satu) kepemilikan atau 1 (satu) NOP, maka besarnya
NPOPTKP BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat ()
dan ayat (6) hanya diperhitungkan 1 (satu) kali.

(8) Pengenaan NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6) hanya diberikan 1 (satu) kali kepada
setiap Wajib Pajak dalam masa Tahun Pajak.

(9) Bupati dapat menetapkan Nilai Pasar berdasarkan zona
Nilai Pasar BPHTB.

Pasal 7
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 8

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 dengan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi
NPOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
dan ayat (6).

(2) Contoh penghitungan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan

Pasal ©

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris atau
pejabat lelang.

(2) PPAT/Notaris atau pejabat lelang melakukan verifikasi
atas objek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 10

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SPTPD BPHTB
serta membayar sendiri pajak terutang ke Bank atau
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) PPAT/Notaris atau kepala kantor yang membidangi
lelang Negara menandatangani SPTPD  setelah
melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2).
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(3) SSPD dibuat rangkap 6 (enam), terdiri dari:

a. lembar 1 untuk Wajib Pajak;

b. lembar 2 untuk PPAT/Notaris;

c. lembar 3 untuk Kantor Pertanahan sebagai lampiran
permohonan pendaftaran;

d. lembar 4 untuk Bapenda sebagai lampiran
permohonan verifikasi; dan

e. lembar 5 untuk Bank yang ditunjuk.

(4) Formulir SPTPD disediakan oleh Bapenda.

(5) Contoh format formulir SPTPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Pendaftaran BPHTB dapat dilakukan secara langsung ke
kantor Bapenda atau melalui sistem elektronik yang
dikelola oleh Bapenda.

(7) Bapenda melakukan verifikasi, pengolahan dan validasi
data BPHTB dari data dukung yang telah disampaikan
secara langsung atau diunggah oleh Wajib Pajak melalui
sistem elektronik yang dikelola oleh Bapenda
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Data objek dan Subjek Pajak yang sudah divalidasi
selanjutnya dilakukan pencetakan SSPD.

(9) Pejabat yang berwenang menandatangani SPTPD BPHTB
sebagai berikut:

a. SPTPD dengan NPOP sampai dengan
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) oleh Kepala
Bapenda atau Kepala Bidang yang berwenang;

b. SPTPD dengan NPOP di atas Rpl.000.000.000,00
(satu miliar rupiah), ditandatangani oleh Kepala
Bapenda atau Kepala Bidang yang berwenang; dan

c. dalam hal Kepala Bapenda atau Kepala Bidang
sebagaimana dimaksud huruf a berhalangan maka
pengesahan dapat didelegasikan kepada pejabat
setingkat di bawah Kepala Bidang.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban
pelaporan SPTPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif
berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam
satuan rupiah untuk setiap SPTPD BPHTB.

(38) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan  sebesar
Rp100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib
Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
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(5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) yaitu:

a.
. kebakaran;

b
o
d
¢

bencana alam,;

bencana sosial;

. wabah penyakit; dan
. bencana non alam.

Pasal 12

(1) Setiap formulir pembayaran SPTPD, wajib diajukan oleh
Wajib Pajak untuk diteliti/validasi oleh Bapenda.

(2) Bapenda dapat melakukan verifikasi administrasi
dan/atau lapangan atas SPTPD yang disampaikan Wajib
Pajak.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.

b.

C.

mencocokkan kebenaran NOP dengan NJOP
berdasarkan data yang dimiliki Bapenda;
kelengkapan dokumen pendukung SPTPD; dan/atau
mencocokkan kebenaran informasi yang tercantum
dalam SPTPD.

(4) Tata cara Verifikasi SPTPD BPHTB meliputi:

a.

Wajib Pajak selaku penerima hak yang mengajukan
permohonan verifikasi SPTPD yang akan dibayarkan
dengan menyiapkan dokumen pendukung yang
dibutuhkan dalam verifikasi SPTPD minimal terdiri
dari:

1. SPTPD-BPHTB  yang telah dicap dan
ditandatangani oleh  PPAT/kepala  kantor
lelang/Kepala Kantor Pertanahan;

2. fotokopi PBB untuk tahun perolehan hak;

3. fotokopi STTS/bukti pembayaran PBB pada
tahun pengurusan BPHTB dan harus Ilunas
pembayaran minimal 5 (lima) tahun terakhir;

4. fotokopi identitas Wajib Pajak berupa:

a) kartu tanda penduduk; atau
b) kartu keluarga;

5. fotokopi akta jual beli, akta hibah, akta waris,
risalah lelang, putusan pengadilan, atau
dokumen akta pemindahan hak lainnya;

6. fotokopi  bukti kepemilikan, penguasaan,
pemanfaatan tanah, surat keputusan instansi
berwenang;

7. Surat Kuasa bermeterai Rp.10.000 (sepuluh ribu
rupiah) apabila dikuasakan;

8. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;

9. fotokopi surat keterangan kematian atau akta
kematian khusus untuk waris; dan

10. dokumen lainnya yang diperlukan oleh Bapenda.

Dalam hal ketentuan SPTPD bersama dokumen

pendukung telah terpenubhi, Bapenda

menindaklanjuti dengan:

1. meneliti kewajaran penghitungan BPHTB yang
meliputi komponen NPOP, NPOPTKP, tarif,
pengenaan atas objek pajak BPHTB;
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2. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang
disetor;

3. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam
SPTPD dan NOP yang dicantumkan di fotokopi
SPPT dengan NOP berdasarkan data Bapenda;

4. mencocokkan NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SPTPD dengan NJOP Bumi
per meter persegi berdasarkan data Bapenda,;

5. mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi
yang dicantumkan dalam SPTPD dengan NJOP
Bangunan per meter persegi berdasarkan data
Bapenda;

6. memverifikasi pembayaran/pelunasan PBB 5
(lima) tahun terakhir;

7. mencocokkan identitas Wajib Pajak dalam
SPTPD dengan bukti fotokopi identitas;

8. memverifikasi harga transaksi/nilai pasar/nilai
lelang yang tercantum dalam SPTPD dengan akta
jual beli/akta hibah/risalah lelang atau data
terkait lainnya;

9. mencocokkan data dengan bukti
kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan  tanah;
dan/atau

10. mencocokkan luas tanah yang dialihkan dalam
SPTPD dengan bukti kepemilikan/ penguasaan/
pemanfaatan  tanah/ keputusan  instansi
berwenang.

(5) Bapenda dapat melakukan verifikasi lapangan untuk
mengecek kebenaran atas data SPTPD dan dokumen
pendukung.

(6) SPTPD yang telah sesuai dengan hasil verifikasi
dilakukan validasi dan dicap tinta basah.

(7) Validasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Bapenda.

Bagian Kelima
Saat BPHTB Terutang

Pasal 13

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat
terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan
ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya
perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa
oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya
ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
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e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan
pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar
pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk
lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan  perjanjian  pengikatan jual  beli
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat
terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat
ditandatanganinya akta jual beli.

(3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya
perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
pelunasannya menjadi bukti bagi Wajib Pajak untuk:

a. permohonan penandatanganan akta pemindahan
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT
atau Notaris;

b. permohonan penandatanganan risalah lelang
perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
kepada Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan
Lelang Negara; atau

c. pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran
penulisan hak atas tanah.

(4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan
berada.

Pasal 14

(1) PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.

(2) Pejabat lelang negara hanya dapat menandatangani
risalah lelang perolehan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

(3) Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran
Hak Atas Tanah atau pendaftaran peralihan hak atas
tanah setelah Wajib Pajak melunasi BPHTB terutang
dengan bukti lunas.

Pasal 15

(1) Wajib Pajak melaporkan, menghitung, dan membayar
sendiri BPHTB yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu S (lima) tahun sesudah saat
terutangnya BPHTB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk
dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan
atau penghitungan secara jabatan ditemukan pajak
yang kurang bayar atau tidak dibayarkan;
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b. SKPDKBT dalam hal ditemukan data baru dan/atau
data semula belum terungkap dan menyebabkan
bertambahnya pajak yang terutang;

c. SKPDN dalam hal jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak/nihil;
dan/atau

d. SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayarkan
Wajib Pajak lebih besar dari jumlah pajak yang
terutang.

(3) Apabila pembayaran BPHTB dilakukan pada tahun
berikutnya setelah tanggal penetapan akta jual beli,
maka nilai perhitungan penetapan BPHTB dihitung
berdasarkan saat terakhir BPHTB diajukan oleh Wajib
Pajak.

(4) Contoh format formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan BPHTB

Pasal 16

(1) Penelitian SSPD meliputi:

a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD
dengan NOP yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2
lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2.

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bumi per
meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP Bangunan
per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi
NPOP, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif,
pengenaan atas objek pajak tertentu, BPHTB
terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung
sendiri; dan

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang
dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk
kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.

(2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan
hibah wasiat.

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
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(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf { yaitu untuk kepemilikan rumah pertama
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan
pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

(5) Proses penelitian atas SSPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja
sejak diterimanya secara lengkap SSPD untuk Penelitian
di tempat.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitan SSPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang
disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak yang terutang,
Wajib pajak wajib membayar selisih kekurangan
tersebut.

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang
dengan menggunakan SSPD, SKPDKB, SKPDKBT,
STPD.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Wajib Pajak ke Bank atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(4) Bank tempat penerimaan pembayaran BPHTB hanya
memproses dan menerima setoran BPHTB dari Wajib
Pajak atau kuasa Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. menggunakan SSPD BPHTB yang telah dilengkapi
tanda tangan Wajib Pajak, tanda tangan dan cap
PPAT/Notaris, kepala kantor yang membidangi
lelang, atau Kantor Pertanahan; dan

b. telah mendapatkan validasi dan cap basah dari
Bapenda.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
berdasarkan penghitungan Wajib Pajak dengan disertai
alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling
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lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB, atau SKPDN dikirim, kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat
dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya/kahar.

(4) Keadaan di luar kekuasaan/kahar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah
membayar pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman
tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda
penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati
atau Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka
waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan
Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat
pengajuan permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang
Pajak.

(10) Contoh format surat permohonan keberatan BPHTB

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda dapat
melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas
keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak
yang terutang menurut Wajib Pajak;
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b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang
berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang
dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang
dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan
keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau Kepala Bapenda tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

(6) Penyelesaian permohonan keberatan dapat melalui
verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 20

(1) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan
pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau pejabat yang
ditunjuk dapat menugaskan pejabat untuk melakukan
pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam
LHP keberatan penetapan pajak daerah.

(2) Terhadap  permohonan  keberatan yang  tidak
memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau
pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan Pejabat untuk
menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan
Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam LHP
keberatan penetapan pajak daerah.

Pasal 21

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan
keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.



19

Pasal 22

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding
hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan
keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.

(2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dengan dilampiri salinan dari keputusan
keberatan tersebut.

(38) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, sanksi administratif berupa denda sebesar
30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan Pajak yang telah d1bayar
sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pelaporan

Pasal 24

(1) PPAT/Notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
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(2) Dalam  hal PPAT/ Notaris melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. denda sebesar Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1); dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib
Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui
Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Contoh format laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan
pendaftaran Hak Atas Tanah atau pendaftaran
peralihan Hak Atas Tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala Kantor Pertanahan yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 26

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati atau
Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan
bukan objek BPHTB.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 27
(1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
atau Kepala Bapenda.
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(2) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Bapenda
tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran BPHTB dianggap dikabulkan
dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya,
kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau
Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar
0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
BPHTB.

(7) Tata cara pengajuan permohonan pengembalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Wajib Pajak orang pribadi:
Mengajukan surat permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau
Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai
dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri

dengan:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas
lainnya;

2. Surat permohonan pengembalian bermeterai
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan/atau
dalam hal permohonan keberatan dikuasakan
kepada pihak lain harus dengan melampirkan
Surat Kuasa;

3. Fotokopi akta jual beli/sertifikat (kecuali batal
Transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari
Bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

4. Alasan pembatalan Transaksi yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan
diketahui oleh Notaris (khusus batal Transaksi);

5. Fotokopi lunas PBB 5 (lima) tahun terakhir; dan

6. SPTPD yang sudah divalidasi.

b. Wajib Pajak Badan:

Mengajukan surat permochonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau

Kepala Bapenda dalam bahasa Indonesia disertai

dengan alasan-alasan yang jelas dan dilampiri

dengan:



22

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan
perubahannya;

2. Fotokopi susunan pengurus;

3. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan
dan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiahy);

4. Surat Kuasa jika dikuasakan dengan bermeterai
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiahj;

5. Fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB
selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut;

6. Fotokopi akta jual beli/sertifikat (kecuali batal
transaksi) bukti pembayaran pajak BPHTB dari
bank atau tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Bupati;

7. SPTPD BPHTB yang sudah divalidasi; dan

8. Keputusan persetujuan penggunaan nilai buku
dalam rangka penggabungan atau peleburan
usaha dari Bupati (bagi Badan usaha milik
daerah yang melakukan penggabungan usaha
(merger) atau peleburan usaha (konsolidasi)
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan
likuidasi).

Pasal 28

(1) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan
dari setoran BPHTB tahun berjalan dan tahun
sebelumnya dibebankan pada anggaran belanja tidak
terduga.

(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
yaitu:

a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian BPHTB;
dan
b. SKPDLB.

Pasal 29

Mekanisme pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi

pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya meliputi:

a. Kepala Bapenda mengajukan Permohonan pencairan
dana kelebihan penerimaan BPHTB untuk dibebankan
pada belanja tidak terduga;

b. SP2D BPHTB yang diterbitkan sebagai dasar untuk
pembayaran ke rekening wajib pajak.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Dltetapkan di Buntok

Diundangkan di Buntok
4 Yovember 2025

pada tanggal

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 38
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERHITUNGAN BPHTB

rumus: BPHTB = 5% x (NPOP - NPOPTKP).

Cara penghitungan BPHTB ditetapkan sebagai berikut:

a. bila NPOP digunakan sebagai dasar pengenaan: NPOP - NPOPTKP =
NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang;

b. bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan: NJOP - NPOPTKP =
NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang,

Cara penghitungan BPHTB karena Waris dan Hibah Wasiat ditetapkan
sebagai berikut:
NPOP — NPOPTKP = NPOPKP x 5% = Pajak Yang Terutang
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMULIR SPTPD BPHTB

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB)

Lembar 1

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

Untudk Wajib Pajak

NO.
A. 1. Nama Wajin Pajak
2. NPWP [T T T T T T T T T T T T T TT T T T gt
3. Alzal Wajib Pajak Blok /kav/Nomar
4. Kelurahan/Desa 5. RT/RW 6. Krcamalan
7. Kabupaien [Kota 8. Kode Pos
i S N N O I O O I
2. Lokasi Objek Pajuk Blolk /kay /Nowmor
3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW 5. Kecamatan :
6. Kzhupaten /Kota 7. Kode Pos T T T 717

Ferhitungan NJOP PBB:

Diisi tanah dan atau hangunan

Objek Pajuk yang banya diperoleh

Diisi berdusarkan SPPT PBB tahon terjadinya
peroichan hal/Tahun. ..

Luus x NJOP PBB / m?

7. Luas Tanah (Buimi)

9. NJOF Tanah (Bumi}/m?

ferngka 7 x angka 9}

Tanah (Bimi) | . l ]
m? Rp. 11, Rp.
2| P ! ! B} .[
8. Luus Bangunan 10. NJOP Bangiinan /m? ({argha 8 x angka 10)
Bangnunan " r
! m Rp. ! ! 12. Rp. |
{angha 11 + angka 12)
NJOPPBB: | 13. | Rp. [ ]
L I
14. Jenls previctian Bk atas w20 st beogiiit | Diisi sesuai petunjuk SPTPD
15, Hooge trmsmbond ymisg toajacll fsda. porcisien hak atas sasesl) dofuten begesen f Nilal pusar : Rp. [
T
T
16 Nowsor Seciifibnt Tanabs
1L T T 1 | [ [ [ [T T T T 1
C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Perhitungan Wejih Pajak)

Nilai Peroiehan Objek Pajak (NPOP)

Nilai Perolehian Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NFOPTRP)

Nilai Perolchan Objek Pajak Kena Pajak

sngles 1 - angia 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atan Bangunan yang terutang

3% x sngha 3

L0 S R ST
Y ¥V Y| Y'Y

Bea Perolehan Hak atss Tanah dan/atau Bangunan yang harus dibayar

D. Jumizh Setoran Berdasarkan @ i Tanda Silang “X” pada kotak yang se s,
P yang

Perhitungan Wajib Pajak
S1B / SKBKB [/ SKRKBT *)

-

c. Pengurangan dihitung sendiri kacena @

d.

Tanggal ;

. -

Nemor ;

4} Corm yeng Hdak paviu

Jumlah Pembayaran Rp.

Terbilang :

MENGETAHUT

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG /
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BARITO SELATAN *)

Tgl.
WAJIB PAJAK

Nema Lengkap, stempel dan tanda tangwn,

Namas lengkap dan tanda tangan
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SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
(BPHTB) —_—
BADAN PENDAPATAN DATRAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK FERT{Motmis
CHSUIPATEN BARITO SRLATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
‘ NO.
A, 1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP LT T T I T T T T U T T LT LT T T T T R
3. Alamiat Wajib Pajuk Blak/kay /Nomaor
4. Kelurahan /Desa 5. RT/RW 6. Kecamaian
T Kabupaten /Kola 8. Kode Pos C T T 1T 11
%y TR LIT T T T T T T T T T T T T T T T T ] s
2% Lakasi Objek Pajak Blok/kav /Nomar 2
3. Keiurahan /Desa 4, RT/RW 5. Kecamatan
6. Kabupaten /Kota 7. Kode Pos I:I:I:D-___I

Perhitungan NJOP PBB:

" . Diisi tanah dan atan bangunan Diisi berdasariun SPPT PBB tahun terjadinya ] e 2
Gbjek Pajale yang hanya diperoleh perolehan hak/Tahun.., Luas x NJOP PBB / m
7. Luas Tanah (Bumi) 9. NJOP Tansh (Bumi}/m? (angka 7 x angha 9)
Tanah (Bumi) m? Ro. I | 11. Rp. , ,
[ 1 1 = 1 1
8. Lues Bangiinan 10. NJOP Bangiinan/m? fangka 8 x angha 10)
Bangunan m? | Rp. l 12, Rp. | |
¥ 1 I 1 1 I
fangka 11 + angka 12)
NJOP PBB: 13, Rp. | |
I 1
14, Jesiln perslletsan bl B T | Difsi seruai petunjuk SPFTPD
15, Masga usemakal raug togedi padda perofelag hak atme taah deo/ stan bevgpes | Nikd peser Rp. |
1
I
16 Mo Scrtlfhat Taimalic
1L T T T T T T T T T T 171 ]
C. PERHITUNGAN BPHTB {Hunya diisi besdasarkan Perhitungan Wajib Pujok)

Nilai Peroichan Oljek Pajak (NPOF)

Niiai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPIKP)

Nilai Perolehan Oljek Pajak Kena Pajak

=gka. 1 - angha 2

Bea Pevolehan Hok atas Tanah dan Bangunan yang terntang

5% x snghn 3

[ S %0 I 5 e
YIY|YY Y

Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

D. Jumiah Sctoran Berdasarkan : (Berl Taunda Silang “X* pada kotak yang se “aie)
I—_—I a.  Perhitungan Wajib Pajuk
; STB / SKHKB [ SKBKBT *)

b Newnor
G Pengurangan dihitung sendird karena :
d

I

[ e ——

Tanggal :

Jumlah Pemibayaran Rp,
Terbilang :

MENGETAHUI
PPAT / NUTAR!IS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG /
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BARITO SELATAN *

Nama Lenghap, stempe! dan tanda tangsn

Tgl.
WAJIB PAJAK

Nama lenghap dan tands tangsm
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SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3
(BPHTB) -
WAy
BADAN PENDAPATAN DAERAH BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK Pertahanan
R AP TRI IRl oAl PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
NO.
A, 1. Nama Waiib Pajak y
2. NPwp N I T 0 T R 0 s i .
3. Alamat Wajib Pajek 2 Bilok /kay /Nomor
4. Keiurahan/Desa 5. RT/RW 6. Kecamatan
kA Kabupaien/Kola 8. Kode Fus ED:I:D
. 2 At Nemwe (ol 1T juala
B L Norres S I N N N A I I O O O A
2. Lokasi Objek Pajak Rlok /leav /Nomor
3. Kelurahan/Desa 4. RT/RW 5. Kecamatan
6. Kabupaien /Kota 7. Kode Pos D:l:::l
Perhitungan NJOP PBB:
: ) Diisi tanah dan atau bangunan Diiisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya s i 4
Obijek Pajak yang hanya dipemieh peroichan hal/Tahun. . Luas z NJOP PEB / m
7. Luas Tanah (Buai) 9. NJOP Tanah (Bumi}/m? (angha 7 x angka 9)
Tanah (Bumi) m?2 Rp. I l 11. Rp. ' |
I ul T 1 1 1
8. Luas Bangunan 10. NJOP Bangunan/m? {angka 8 x angka 10)
Bangunan , m | Rp. ! l 2. | rp. ! ,{
fangka 11 + angka 12)
NJOPPBB: | 13. | Rp. | |
1 1
14, Jouiz previelun hak atse I Diisi sesual petunjuk SFTPD
15. Hargs bwseics] vang g parte prroietan hak stas sl daofwie bacgiomi f Nilad pasar: Rp. |

16 e « Sertifileat Taowali:

T T T T T T T T T T T T T 7T

C. PERHITUNGAN BPHTB (Hanya difsi berdasarkan Perlitungan Wajib Pajok)

Nilai Perolehan Objek Pajak (NPUP)

Nilai Perolehan Ohjek Pajak Tidak Kena Pajak (NPUPTKP)

Nilai Perolehan Ohjek Pajak Kena Pajak anghn 1 - angle 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terulang 3% x 2ugha 3

Ui b mf -
Y Y Y] Y

Bea Peroichian Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

Jumiah Setoran Berdasarkan 1 (Berd Tunda Silang "X* pada kotak yang sesui)

D Perhitungan Wajib Pajak
S1B / SKBKB / SKBKBT *)

Pengurangan dihitung sendiri karena :

a.
Narmor : Tanggal :

b,
c.
d

=) Coret ym

Jumiah Pembayaran Rp.
Terbilsing :

MENGETAHUI
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG /
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BARITO SELATAN *)

Tgl.
WAJIB PAJAK

Nama Lengksp, stempel den tanda tangen Nama lenghep dan tanda tangan
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SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(BPHTB)

BADAN PENDAPATAN DARRAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

Lembar 4

Uniuk
BAPENDA

NO.

A. L. Naria Wajib Pajak

2. NPWP t LT T T T T T T T T T T T T T T T T T demavmenamanm

3. Alamal Wajib Pajak Blnk fkayv /Nomor

4. Kelurahan/Desa 5. RT/RW 6. Kecumatan

7. Kabupaten /Kota 8. Kuude Pus I I O
% L orem [T T T T I TTITTITITITTITITITITITTII I &

2. Lolkasi Ohjek Pajak Bink/kay /Noamor

3. Kelurahan /Desa 4. RT/RW 5. Kecamatan :

6. Kabupaien/Kola 7. Kode Pos £ EE]:ED

Perhitungan NJOP PBB:

R -~ Diisi tanah dan alan bangunan Diisi berdnsaskan SPPT PBB tahun terjadinya o ;
Sk Pk yang hanya diperoleh perolehian hak/Tahun. ., Luus x NJOF PBB / m?
7. Luas Tanah (Bumi) G. NJOP Tansah (Rumi}/m? fangka 7 x angka 9)
Tanah (Buimi) ma Rp | I 11. Rp | l
I 1 I 1 I 1
8. Luas Bangiunan 10. NJOP Bangunan/m? angka 8 x angka 10
7 g
Bangunan it Rp. | | 12. | Rp. |
I ; 1 I 1
(argka 11 + angka 12)
NJOF PEB: 13, Rp. | I
1 1
14, s porsieluan Tk atas sssds dang st Do ] Diisi sesual petunjuk SITPD
1. IHagn tromaksl vaseg lesjmll pocte perulchan halt ates el das/atsn busgraven { Nial paser ; Rp. _i
I
TE Namert B T Tahaty
i r b 1 1 1 1 1 1 1 | |

C. PERHITUNGAN BPHIB (Hanya diisi berdasarkan Perlitungan Wajib Pajak)

Nilai Pcsolehan Objek Pajsk (NFOP)

Niiai Pesolehan Ohjek Pajak Tidak Kena Pajak (NPUPTRP)

1 r
2 >
Nilai Perolehan Objek Pajals Kena Pajak stgia 1 - oogka 2 3 IS
Bea Peroiehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang teruiang s s 4 )
Bea Perolehian Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus diloyar 5 >
D. Jumilah Setoran Berdasarkan © (Beri Tunda Sillang “X” pada kotak yang sesuai)
|:| a. Perhitungan Wajib Pajak
b. SIB / SKBKB / SKEKBT *) Nomor : Tanggal :
C: Pengurangan dihitung sendid karena : [:]:]
d.
*) Corat gy tidak periu
Jurmlah Permbayaran Rp,
Terbilang :
MENGETAHUI Tgl.

PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG /
KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BARITO SFLATAN *)

Nama Lesgkap, stemgpel dan tanda tangan

WAJIB PAJAK

Nama lengkap dan tanda tangen
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i SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
ey BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5
- (BPHTB) Dabelc Bt
T BERFUNGSI SERAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK ’
ICBLPATEN BARITO SELATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBEB)

NO.

A, 1. Nama Wajlb Pyjuk 1
2. NEWP S A O O D B e
3. Alnmiat Wajib Pajak Biok ko [Nomaor 1
4. Kelurahan/Desa ; S.RT/RW ___ 6 Kecas :
7. en /Kot 3 8, Kode Pos s m
B 3 Horme I I I O N O B O
2; Totiusi Objek Fojak
a. Kelurahan/Desa 4. RT/HW
6. Kalupsien /Kota
Perhilungan NJOF PBB:
=i A Diisl tanah dan aian bangunan Diisi bardaseslan SPPT FOB tehun terjadinga o 10
Objek Pajuk yang banya dipeioleh perolehan hale/Tahun.., Luws x NJOP PBB / m?
7. Luas Tanch (Bumi) 9, NJOF Tanah (Bumi}/md {argta 7 x anghka 9)
TARAR ouniy l m? J Rp. I J_ 11. | Bp. I
1 [ 1 1 1
8. Luas Banpunan 10. NJOP Banguinan/m? ({angla 8 x angha 10)
Bangunan } s ‘ Rp. ] | 12. Rp,ll _ I
{angka 11 + angka 12)
MNJGPPBB: | 13. | Rn. | |
=) i 1
19, P28 porddian hak 5622 Lds danfetan it | Diisd sezual petunjuk SFTPD
15, Sz Lkl s il pada poubhlos Bak 295 el damfaeet it el [ Nl s s Rp. ‘

T
R T i l I i I | ] | | ]_ | 1 | ‘ ] _i
C. PEEEITUNCAN DRI fianua 27 berdo orkan Pertiningan Warh Pajat)
Tian Objek Pajak (NFOP)

1 >
5 Objek Po, ik Tidik Krna Pk (NEUPTRP) T |
wan Ohiek Pajak Kena Paisk =g 1~ aopka2 3 >
1an Hak alas Tanah dan Bangunan yang teruiang S¥ex 2mgin 3 4 >
18h dan Baipgunan yang harus diteyar 5 >
D. Jumlah Setoran Berdasarkan § Ben Tunda STang "X* pada kefak yang sesi)
D a  Perhilungan Wajib Pajak
b. SIB/ SKEBKB / SKBKBT?) Nomor Tanggal :
e.  Pengursngan dihitung sendinl karena: 1T
d.
#) Curmr rmg bk porfs
Juiplah Pernhiy wran Rp.
Terbilang @
MENCGETAHUL Tgl
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG / T WAJIBPAJAK

KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BARITO SELATAN ¥)

Nama lengleay dan tanda tangsn

Nama Lengioop, stempe! dan tnda tugan
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMULIR SKPDKBT, SKPDLB DAN SKPDN
1. FORMULIR SKPDKB

PEMERINTAH KABUPATEN SKPDKB
BARITO SELATAN (SURAT KETETAPAN PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KURANG BAYAR) No Urut
Jl. Pelita Raya No. ... Telp (0525) ’_ J | l l | ]
21134, BUNTOK Kode Pos 73711 Taliiit :
Nama
Alamat

I.  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah. Telah dilalukan pemerikasaan atan berdasarkan keterangan lain mengenai
pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan :

Nama 3

NOP :

Alamat :

Ayat Pajak : |4].[1|.|1|.|1|6|

Nama Pajak :  BPHTB

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar
adalah sebagai
1. | Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp -
2. | Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp -
3. | Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2) Rp -
4. | Pajak yang seharusnya terutang: 5% x Rp (3) Rp -
5. | Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat / Waris: 0% x Rp 0 (4) Rp -
6. | Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp -
7. Pajak yvang telah dibayar Rp -
8. | Dipertimbangkan: Rp -
8.a | Pokok STPD Rp -
8.b | Pengurangan Rp -
8.c | Jumlah (8.a + 8.b) Rp -
8.d | Dikurangi pokok SKPDLB Rp -
8.e | Jumlah (8.c + 8.d) Rp -
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e) Rp -
10. | Pajak yang kurang dibayar (6 - 9) Rp -
11. | Sanksi administrasi berupa bunga Rp ~
12. | Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11) Rp -
Dengan huruf L j
PERHATIAN

Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas melalui Kas Umum Daerah (KUD) atau Bank lainnya
yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Buntok,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan,

*) Coret yang tidak perlu T

Gunting disini

No. SKPDKB : 0 /SKPDKB/BPHTE/20
TANDA TERIMA
NOP
Nama
Alamat

Buntok, ....cocvveueinnnns.
Yang Menerima,
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2. FORMULIR SKPDKBT

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN SKPDKBT
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No Urat
Jl. Pelita Raya No. ... Telp (0525) KURANG BAYAR TAMBAHAN) | | I | | | J
21134, BUNTOK Kode Pos
BT Tahun :
Nama
Alamat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah . Telah dilakukan pemerikasaan atau berdasarkan keterangan

II.

lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan :
Nama :

NOP

Alamat :

Ayat Pajak o [a i JigJ. [t ]e6]
Nama Pajak : BPHTB

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp -
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp -
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2) Rp -
4. Pajak yang seharusnya terutang: 5% * Rp (3) Rp -
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat / Waris: 0% x Rp 0 Rp -
4)

6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp -
7. Pajak vang telah dibayar Rp -
8. Dipertimbangkan: Rp -

8.a | Pokok STPD Rp -

8.b | Pengurangan Rp -

8.c | Jumlah (8.a + 8.b) Rp -

8.d | Dikurangi pokok SKPDLB Rp -

8.e | Jumlah (8.c + 8.d) Rp -
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.¢) Rp -
10. | Pajak yang kurang dibayar (6 - 9) Rp -
11. | Sanksi administrasi berupa bunga Rp -
12. | Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11) Rp -

Dengan huruf J
PERHATIAN

Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas melalui Kas Umum Daerah (KUD) atau
Bank lainnya yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Buntok,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan,

*) Coret yang tidak peru NIP. ooveiviniasniniianracnnaans

Gunting disini

No. SKPDKB : 0 /SKPDKBT/BPHTB/20
TANDA TERIMA

NOP

Nama

Alamat

BUAOE; sraavissamees
Yang Menerima,
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3. FORMULIR SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. Pelita Raya No. ... Telp (0525)
21134, BUNTOK Kode Pos

73711

Tahun :

SKPDLB

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH No Urat
LEBIH BAYAR)

LI T T[]

Nama
Alamat

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Telah dilakukan pemerikasaan atau berdasarkan keterangan
lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan :

Nama :

NOP

Alamat :

Ayat Pajak  F4 J. 137, [T 12 [6]
Nama Pajak : BPHTB

1I. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai

11 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp -
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp -
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2) Rp -
4. Pajak yang seharusnya terutang: 5% x Rp (3) Rp -
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat / Waris: 0% x Rp O Rp -
(4)
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp -
7. Pajak yang telah dibayar Rp -
8. Dipertimbangkan: Rp -
8.a | Pokok STPD Rp -
8.b | Pengurangan Rp -
8.c | Jumlah (8.a + 8.h) Rp -
8.d | Dikurangi pokok SKPDLB Rp -
8.e | Jumlah (8.c + 8.d) Rp -
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.¢) Rp -
10. | Pajak vang kurang dibayar (6 - 9) Rp -
11. | Sanksi administrasi berupa bunga Rp -
12. | Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11} Rp -

Dengan huruf

|

PERHATIAN
Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas melalui Kas Umum Daerah (KUD) atau
Bank lainnya yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

*) Coret yang tidak periu

Buntok,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan,

Gunting disini

NOP
Nama
Alamat

No. SKPDKB : 0 /SKPDLB/BPHTB/20

TANDA TERIMA

Buntok, ......coovvvinannnns
Yang Menerima,
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4. FORMULIR SKPDN

PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN SKPD N
BADAN PENDAPATAN DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK No Urut
J1L Pelita Raya No. ... Telp (0525) 21134, DAERAH NIHIL)
BUNTOK Eode Pos 73711 | | I ! ' I
Tahun :
Nama
Alamat

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Telah dilakukan pemerikasaan atau berdasarkan keterangan
lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan :

Nama

NOP

Alamat z

Ayat Pajak el [T T 1176
Nama Pajak : BPHTB

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih
harus dibayar adalah sebagai

1. | Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp -
2. | Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp -
3. | Nilai Perclehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2) Rp -
4. | Pajak yang seharusnya terutang: 5% x Rp (3) Rp -
S. | Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat / Waris: 0% x Rp0(4) | Rp -
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5) Rp -
7. | Pajak yang telah dibayar Rp -
8. | Dipertimbangkan: Rp -
8.a | Polok STPD Rp -
8.b | Pengurangan Rp -
8.c | Jumlah (8.4 + 8.b) Rp -
8.d | Dikurangi pokok SKPDLB Rp -
8.e | Jumliah (8.c + 8.4) Rp -
9. | Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e) Rp -
10. | Pajak yang kurang dibayar (6 - 9) Rp -
11. | Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 172 Perda Pajak Daerah | Rp -
No 1 Tahun 2024)
12. | Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11) Rp -
Dengan huruf j
PERHATIAN

Harap penyetoran pajak yang harus dibayar tersebut diatas melalui Kas Umum Daerah (KUD) atau
Bank lainnya yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Buntok,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan,

..................................

*) Coret yang tidak periy NIP. oiiiiiiiiiiiiiinininnnnnn,

Gunting disini

No. SKPDKB : 0 /SKPDN/BPHTE/20
TANDA TERIMA
NOP
Nama
Alamat

Buntok, c.oceeeviecinnnnnnn,
Yang Menerima,
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN BPHTB

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Selatan
di -
Buntok

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Wajib g

Pajak/Penanggung

1 1 e o e P P
Alamat T s e s S S S S SRS R S R SR
Bertindak untuk dan

BESRAME ==z maissmsissesssiii i i e e s i
Nama/Merek Usaha B T—

NPWPD oL PP PP PP PPl

Alamat R A e R R AR S SR

.................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak
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